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ABSTRAK

Rahmita Yuliati, Agung Parmono, S.E.,M.Si,2017: Kebijakan Bank Syariah
Dalam Penyelesaian Nonperforming Financing Pada Pembiayaan (Studi Kasus
Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember).

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko
yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin
pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah yang semakin
kompleks. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan
lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip
syariah.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1).
Bagaimana kebijakan bank syariah dalam penyelesaian nonperforming financing?.
2). Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya nonperforming financing di BPRS
Asri Madani Nusantara Jember?.3). Langkah apa yang diambil oleh BPRS Asri
Madani Nusantara Jember Kketika terjadi nonperforming financing pada
pembiayaan murabahah?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan kebijakan
bank syariah dalam penyelesaian nonperforming financing. 2). Untuk
mendeskripsikan penyebab terjadinya nonperforming fianancing di BPRS Asri
Madani Nusantara Jember. 3). Untuk mendeskripsikan langkah yang diambil oleh
BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi nonperforming financing
pada pembiayaan murabahah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat memberikan
sebuah kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan yang diambil oleh bank syariah
ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan penyelesaian secara
kekeluargaan yaitu dengan melakukan rescheduling, reconditioning, atau
restrusturing. Faktor yang menyebabkan terjadinya nonperforming financing
adalah Faktor internal merupakan faktor yang ditimbulkan dari internal
perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam
menganalisa calon debitur. Sedangkanfaktor yang mengalami pembiayaan ada
faktor internal dan eksternal. Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara
Jember ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah yaitu dengan
melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, Solusi yang diberikan seperti
penambahan jangka waktu angsuran, penurunan angsuran pembiayaan, dan
penambahan modal usaha si debitur serta jalan terakhir dengan lelang barang
jaminan. Pegawai yang lalai dalam menganalisa debitur harus dengan intens
dalam menangani nasabah wanprestasi.

Kata kunci: Non Performing Financing dan pembiayaan murabahah.



DAFTAR ISI

Hal
HALAMAN JUDUL ..o i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......ccoooiiiiiii e I
LEMBAR PENGESAHAN ... i
IMOTTO ettt et ab et e e be e et e e ene e 1\
PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR .ot Vil
ABSTRAK et IX
DAFTAR IS ettt X
DAFTAR TABEL ...t Xl
DAFTAR GAMBAR ... Xiil
BAB | PENDAHULUAN ..o 1
A. Latar Belakang ........cocoveiiiiiiiiii 1
B. FOKUS PENEIITIAN ..o 6
C. Tujuan Penelitian .........ccceoviieiiieie e 6
D. Manfaat Penelitian ...........c.cooeoiiiiiiinecsee e 7
E. Definisi IStHAN ........cooviiiiiiicce e 7
F. Sistematika Pembahasan ... 8
BAB Il KAJIAN KEPUSTAKAAN ... 10
A. Penelitian Terdahulu ..., 10
[ 1T LT =T SO S SR 14
1. Bank Syariah ........cccccoooiiiiiic 14
a. Pengertian Bank Syariah .........c..cccccoviiiiiiiiic e, 14



D. Pembiayaan ..........ccccoeveiieiice s 17

c. Pembiayaan Murabahah ..............cccocoiiiiiiiieii e 26

2. Non Performing Financing .........cccccevveveiicineie e 29

a. Pengertian Non Performing Financing ..........c.ccccoeevveieieennn, 29

b. Penyelesaian Non Performing Financing ...........ccccceceevviiennn. 31

BAB 111 METODE PENELITIAN .o 37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ...........cccccooeviiiiiiniiicncicnee 37

B. Lokasi Penelitian ..o 37

C. Subyek Penelitian ..........cccooiieiiiiiiiciie e 38

D. Teknik Pengumpulan Data ............ccccocveveiieieeie e 38

E. ANALSIS DAL .....oovviiiiiiiiiccee 39

F. Keabsahan Data ..........cccooeiiiiiiiiiieeces e 40

G. Tahap-tahap Penelitian ..........ccccoovviiii i 40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ... 42
A. Gambaran Objek Penelitian .........c.ccccceeiiiieiinie e 42

B. Penyajian Data Dan AnaliSis ..........cccocoviiiiiiiininie e 57

C. Pembahasan TEMUAN .........ccoviiieiiiiiiie s 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 72
AL KESIMPUIAN .o 72

B. SAran-Saran .........cccociiiiiiiiiic s 73
DAFTAR PUSTAKA ettt 75

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

Xi



No

11

1.2

2.1

4.1

4.2

DAFTAR TABEL

Uraian Hal
Data Debitur BPRS ASri MN. JEMDEI .....oovveiiiiiiieceec e 4
Data Debitur Dalam Kolektabilitas 1, 2, dan 3 .........ccooeviiiiiniiiiiiin, 5
Penelitian Terdahulu ...........ccoooveiiii e 13
Susunan Organisasi BPRS Asri MN. JEMDEr .......ccccovvviiininiieniiene 56
Data Debitur Dalam Kolektabilitas 1, 2, dan 3 ..o, 59

Xii



DAFTAR GAMBAR

No Uraian Hal

2.1 SKema MUFabhahah ..ot 27

Xiii



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan nilai-nilai agama
Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Muncul kesadaran umat untuk
melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Kesadaran itu muncul
bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal,
bukan hanya menyentuh aspek spiritual saja, melainkan menyentuh pula aspek
kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar
kehidupan dibidang ekonomi berjalan selaras dengan petunjuk agama.’

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial
Intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya
berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu
dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya
perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan
komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang

2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran

3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga

5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang

6. Memberi jaminan bank.

*Nilam Sari, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase (Banda
Aceh: PeNA, 2016), 1-2.



Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam
memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank
Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan
antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam
Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat
jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau
biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan
yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an
dan Hadist Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain Bank Islam adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-
jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.’

Pada sistem operasi perbankan syariah, pemilik dana menanamkan
uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka
mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian
disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan
perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar,
pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok,

yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa.*

¥ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2.
Ay
Ibid, 28-29.



Salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran
pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang
sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada
kemajuan ekonomi masayarakat. Pembiayaan di bank syariah atau disebut
kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan
bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau
aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah
tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan
bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad
sewa/sewa beli, dan ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas
pokok.’

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri merupakan satu-satunya BPR
yang beroperasi dengan prinsip syariah di kabupaten Jember. Produk yang di
tawarkan oleh BPRS Asri juga tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan
oleh bank-bank syariah pada umunya. layanan produk syariah yang ditawarkan
oleh BPRS ASRI ini ada produk simpanan dan produk pembiayaan.

Ada beberapa macam produk pembiayaan pada BPRS Asri diantaranya
adalah pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah,
Multijasa, ijarah, dan Qardh. Dan pada tahun 2016 pembiayaan Murabahah
merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan data

sebagai berikut:

® Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2014), 202.



Tabel. 1.1

Data Debitur Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember Tahun 2016

No Jenis Pembiayaan Jumlah Nasabah Total Penyal_uran Dana
(Rupiah)

1. Murabahah 560 13.540.060.457
2. Mudharabah 21 830.486.457
3. Musyarakah 17 245.106.602
4. Multi Jasa 110 32.361.120
5. Qardh 5 1.227.400.000
6. ljarah 7 1.197.000.000

Total 720 17.072.414.636

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS. Asri Madani Nusantara Jember 2016

Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah
bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari
bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase
tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Perbankan syariah di
Indonesia banyak menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan
karena akad jual beli (murabahah) memiliki risiko paling kecil. Transaksi
murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus
diantisipasi.

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko
yang berkaitan erat dengan fungsinya sebaga lembaga intermediasi keuangan.
Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang
semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin

kompleks. Oleh karena itu, bank syariah di tuntut untuk mampu beradaptasi



dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan
prinsip syariah.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain
dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang
disepakati.” Seperti halnya yang terjadi pada BPRS Asri, ada beberapa nasabah
yang mengalami kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan bahkan sampai
terjadi macet.

Tabel 1.2
Jumlah Debitur BPRS Asri Madani Nusantara Jember Dalam

Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet Tahun 2016

No Jenis Lancar Kurang Diragukan Macet NPF
Pembiayaan Lancar (Persen)
1. | Murabahah 499 17 16 28 3,10964
2. | Mudharabah 21 - - - 0,00000
3. | Musyarakah 17 - - - 0,00000
4. | Multi Jasa 85 4 3 1 0,19099
5. | ljarah 6 - 1 - 0,52657
6. | Qardh 5 - - - 0,00000
Jumlah 633 21 20 28 3,82720

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember 2016
Melihat beberapa data yang sudah di uraikan diatas, menggugah
peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Bank
Syariah Dalam Penyelesaian Non Performing Financing pada
Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Asri

Madani Nusantara Jember)”. Sehingga peneliti bisa mengetahui

® Bambang Rianto Rustam,Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba
Empat, 2013),35.
" 1bid,55.



bagaimana penyelesaian Non Performing Financing yang terjadi pada
pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian Non Performing
Financing?
2. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Non Performing Financing di
BPRS Asri Madani Nusantara Jember?
3. Langkah apa yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember
ketika terjadi Non Performing Financing pada pembiayaan Murabahah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitan dalam proposal ini adalah untuk mengetahui segala
sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data.®
Berdasrkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan:
1. Mendeskripsikan kebijakan bank syariah dalam penyelesaian Non
Performing Financing.
2. Mendeskripsikan penyebab terjadinya Non Performing Financing pada
BPRS. Asri Madani Nusantara Jember.
3. Mendeskripsikan langkah yang diambil oleh BPRS. Asri Madani
Nusantara Jember ketika terjadi Non Performing Financing pada

pembiayaan Murabahah.

® Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2015),290.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi
peneliti yang berkaitan dengan penyelesaian Non Performing Financing
pada pembiayaan.
2. Bagi Lembaga
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan
balik atau dapat dijadikan sebagai acuan lembaga dalam menyelesaikan
Non Performing Financing pada pembiayaan.
3. Bagi Lembaga IAIN
Penelitian ini diupayakan semaksimal mungkin dapat dijadikan
sebagai acuan pertimbangan dalam meningkatkan motivasi mahasiswa
dalam mengembangkan pengetahuan.
E. Definisi Istilah
1. Non Performing Financing
Adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi
kurang lancar, diragukan, dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank

umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.’

® Ikatan Bankir Indonesia,Mengelola Bank Syariah,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka),254.



2. Pembiayaan
Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik
. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna’
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh, dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepkatan.*®
3. Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan pengertian pembiayaan diatas kita bisa menyimpulkan
bahwa pembiayaan murabahah suatu pembiayaan dengan menggunakan
transaksi jual beli suatu barang dengan sebesar harga perolehan barang
ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual
menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.**
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang
dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika
pembahasan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya

latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

10 Undang-undang RI tentang Perbankan Syariah,(Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2011).6.
1 Muhammad,Manajemen Dan,.46-47.



penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mendeskripsikan kerangka
dari skripsi ini.

Bab Kedua Kajian Teori, pada bab ini peneliti menyajikan landasan
teori mengenai kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian Non Performing
Financing pada Pembiayaan Murabahah, khususnya Non Performing
Financing pada BPRS. Asri Jember.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini peneliti membahas tentang
tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan proposal skripsi
ini, tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan
data dan analisis data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama proposal
skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang bagaimana penyelesaian Non
Performing Financing pada pembiayaan yang terjadi pada BPRS. Asri
Jember.

Bab Lima Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari jawaban atas permasalahan
yang sudah diangkat dan di jabarkan pada bab sebelumnya. Sedangkan
saran berisi tentang solusi dari peneliti yang dapat membangun atau dapat
dijadikan pertimbangan oleh lembaga dalam menyelesaikan permasalah

yang terjadi pada pembiayaan.



BAB 11
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Sejauh ini peneliti telah menemukan beberapa penelitian mengenai
penyelesaian Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah.

Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kamila Indrawati mahasiswi IAIN Jember tahun
2015 dengan judul “Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi
kasus di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi)”. Dari hasil penelitian
tersebut dapat diperoleh kesimpulan, bahwa untuk pembiayaan bermasalah
yang terjadi di BRI Syariah KCP Rogojampi sampai saat ini hanya terjadi
pada pembiayaan mikronya saja karena, segmentasinya ada pada jual beli
atau disebut Murabahah dengan prosentase 3% dan cara penanggulangan
pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pencadangan aktiva pada
kolektabilitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan pencadangan aktiva sebesar 1%,
5%, 15%, 50%, dan 100%. Untuk langkah-langkah penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Rogojampi memakai
metode restrukturisasi yang didalamnya mencakup 4 hal yaitu:
Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan penyitaan jaminan secara
paksa atau lelang.™

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Muarrofah mahasiswi IAIN Jember tahun

2014 dengan judul “Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah

12 Kamila Indrawati, Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi kasus di BRI Syariah
KCP Rogojampi Banyuwangi),(Skripsi,|AIN Jember,Jember,2015).

10
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pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Mangli Jember.” Pada
penelitian memperoleh kesimpulan, bahwasanya untuk mengatasi
pembiayaan bermasalah seharusnya dilakukan dengan prosedur yang
sesuai dan aturan yang telah dibuat. Selain hal tersebut selalu tingkatkan
kualitas penilaian pembiayaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku,
karena semakin sesuai dengan aturan, maka pembiayaan bermasalah akan
dapat dicegah. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah, nasabah harus
selalu didampingi dalam hal penyelesaiannya, supaya segala kesulitan
yang dihadapi nasabah dapat diperingan dengan adanya kerjasama dengan
pihak BMT."

3. Skripsi yang ditulis oleh Fawaid mahasiswa IAIN Jember tahun 2011
dengan judul “Penyelesaian kredit macet pada BPRS ASRI Sukorambi
Jember”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan
bahwasanya ketika terdapat debitur yang melakukan tunggakan mengenai
angsurannya, maka pihak PT. BPRS ASRI Jember langsung melayangkan
surat somasi sebanyak tiga kali, namun jika debitur masih belum juga
membayar angsurannya, maka pihak remidial akan mendatangi pihak
debitur untuk melakukan negosiasi atau mediasi, dan pihak perbankan
akan menawarkan beberapa solusi mengenai kredit macet tersebut, yaitu
Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, dan selanjutnya jika dalam

mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka PT BPRS ASRI

13 Siti Muarrofah,” Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri
cabang pembantu Mangli Jember”,(Skripsi,JAIN Jember,Jember,2014).
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Jember akan membawa masalah ini pada Badan Arbitrase Syariah lewat
Pengadilan Agama.*

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nurfianto mahasiswa IAIN Jember tahun
2015 dengan judul “Analisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah
kantor cabang Jember”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh
kesimpulan, bahwasanya bank BRI Syariah KC Jember yaitu bank
melakukan mediasi terlebih dahulu keoada nasabah dan juga menerapkan
kebijakan yaitu rescheduling setelah melalui proses mediasi hingga
memberikan kebijakan rescheduling tersebut selesai dan ternyata tidak
menemukan titik temu dan jalan terakhir yang ditempuh oleh bank yaitu
dengan jalan barang agunan tersebut dilelang, dalam mekanisme
pembiayaan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Jember
memperhatikan beberapa prinsip penilaian dalam menganalisis calon
nasabah dengan menggunakan 5C, faktor-faktor yang menyebabkan
pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal, dan untuk
mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank
melakukan langkah-langkah diantaranya H-7 sampai dengan H-3 untuk
kontrol disertai SP 1,2,3 cash pick up jumlah angsuran, dan pendekatan

kepada keluarga jika dirasa berat take over.'

4 Fawaid,” Penyelesaian kredit macet pada BPRS ASRI Sukorambi Jember”,(Skripsi,|AIN
Jember,Jember,2011).

!> Ahmad Nurfianto,” Analisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah kantor cabang
Jember”,(Skripsi,IAIN Jember,Jember,2016).



Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu
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No Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan

1. | Kamila Indrawati | Analisis Metode yang | Pada  penelitian
penyelesaian digunakan ini hanya melihat
pembiayaan adalah penyelesaian
bermasalah kualitatif. pembiayaan
(Studi Kasusu di | Pada bermasalah secara
kantor cabang | penelitian ini | umum saja. Dan
pembantu sama-sama pada  penelitian
(KCP) ingin ini  penyelesaian
Rogojampi mengetahui pembiayaan
Banyuwangi). bagaimana bermasalah tidak

penyelesaian | dikaitkan dengan
pembiayaan | fatwa MUL.
bermasalah.

2. | Ahmad Nurfianto | Analisis sistem | Metode yang | Penelitian ini
penyelesaian digunakan bertujuan  untuk
pembiayaan adalah mendeskripsikan
bermasalah  di | metode prosedur
BRI Syariah | kualitatif. pemberian
kantor  cabang | Dan pembiayaan.
Jember. penelitian ini | Serta  penelitian

sama-sama ini hanya

meneliti membahas

tentang tentang

penyelesaian | penyelesaian

pembiayaan | pembiayaan

bermasalah. | bermasalah secara
umum saja, tidak
difokuskan pada
satu produk.

3. | Siti Muarrofah Analisis Penelitian ini | Penelitian ini
penanggulangan | sama-sama bertujuan  untuk
pembiayaan menggunakan | mengetahui
bermasalah pada | metode mekanisme
BMT UGT | penelitian penanggulangan
Sidogiri cabang | kualitatif. pembiayaan
pembantu Sama-sama bermasalah. Dan
mangli Jember. | meneliti penyelesaian

tentang pembiayaan
pembiayaan | bermasalah secara
bermasalah. | umum saja, tidak

di fokuskan ke
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dalam sebuah
produk tertentu.

4. | Fawaid Penyelesaian Metode yang | Pada penelitian
kredit macet | digunakan ini hanya melihat
pada Bank | dalam penyelesaian
Pembiayaan penelitian ini | kredit macet
Rakyat (BPR) | adalah secara umum saja,
Syariah  ASRI | dengan dan tidak
Sukorambi- metode difokuskan pada
Jember. penelitian produk tertentu.

kualitatif. Dan juga pada
Objek penelitian ini
penelitian ini | tidak  dikaitkan
sama yaitu di | dengan fatwa
BPRS ASRI | MUL.

Jember.

Sama-sama

meneliti

tentang kredit

macet  atau

pembiayaan

bermasalah.

Sumber: data diolah

B. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat

yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat

untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam

bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air,

pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.



15

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyatk.”16

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip
konvensional diperoleh dari selisin bunga simpanan yang diberikan
kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.
Keuntungan dari selisih bunga ini bank dikenal dengan istilah spread
based. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga,
dimana suatu bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka
istilah ini dikenal dengan nama negative spread.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah
bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan ataupun peminjam. Di
bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah
yang sesuai dengan prinsip hukum islam."’

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.'® Prinsip

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank

16 Kasmir,

7 1bid,27.

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed. Revisi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

'® Undang-undang RI tentang Perbankan Syariah,3.
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dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.*®
1) Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan
uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam
rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut
kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya
modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai
kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: produk penyaluran
dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk-produk
yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan
sebagai berikut:

a) Penghimpunan Dana

(1) Prinsip Wadi’ah (titipan)

(2) Prinsip Mudharabah (bagi hasil)
b) Penyaluran Dana

(1) Prinsip jual beli (Murabahah, Isthisna’, dan salam)

(2) Prinsip kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah)

(3) Prinsip sewa menyewa (Sewa menyewa murni dan Sewa

menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa).

' Jundiani, Penaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,(Malang: UIN Malang Press,
2009), 113.
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(4) Qardh
c) Multijasa Perbankan
(1) Hawalah
(2) Rahn (gadai)
(3) Letter of credit (L/C)
(4) Kafalah
(5) Sharf

(6) Transaksi kartu kredit syariah.?

b. Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana
kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna
dana. pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana
dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.
Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi
pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk
mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan
jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena

bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank

2% |rma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat
Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Aakad Syariah,(Bandung: Kaifa, 2011),151-

154,
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konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang
membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah
dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan
utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank
kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998,
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.**

2) Jenis-jenis Pembiayaan
Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka
waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat
dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi
tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi.

b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

(1) Pembiayaan jangka pendek
Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal

satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh

2! |smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), 105-106.
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bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang
mempunyai  siklus usaha dalam satu tahun, dan
pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
(2) Pembiayaan jangka menengah
Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3
tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk
pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
(3) Pembiayaan jangka panjang
Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk
investasi, misalnya untuk pembelian gedung.
¢) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
(1) Sektor industri
(2) Sektor perdagangan
(3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
(4) Sektor jasa
(5) Sektor perumahan
d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
(1)Pembiayaan dengan jaminan
Merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan
(agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan
menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak

berwujud.
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(2)Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung

adanya jaminan.?

e) Pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan
Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan

perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan
atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar
pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan
perjanjian atau akad di kelompokkan menjadi:

(1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas
pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli
antara bank dan nasabah, pembiayaan dengan akad ini meliputi
pembiayaan murabahah, isthisna’, dan salam.

(2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal,
yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau
akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah
bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini
meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

(3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa
dan sewa beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan

perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank

22 |bid, 113-118.
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dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi ijarah,
dan ijarah muntahiya bittamlik.

(4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam,
yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian akad pinjam-
meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan akad ini
disebut Qard.?

3) Analisis Pembiayaan
Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah
untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh
calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan,
bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan
dibiaya layak (feasible). Analisis pembiayaan bisa dilakukan dengan
menggunakan prinsip 5 C dan 6 A. Analisis 5 C yaitu:
a) Character
Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah perlu
melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan
untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan
untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang
telah diterima hingga lunas. Bank bisa mengetahui karakter calon

nasabah dari BI Checking dan Informasi dari pihak lain.

2% |katan Bankir Indonesia,Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,
2014),211-212.
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d)
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Capacity

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui
kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai
jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti
kemampuan keuangan calon nasabah dalam  memenuhi
kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.
Beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain dengan melihat
laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan
survei ke lokasi usaha calon nasabah.

Capital

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau
jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.
Cara yang dapat ditempuh oleh pihak bank dalam mengetahui
capital adalah dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan
uang muka.

Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas
pembiayaan yang diajukan.

Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu
mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan

kondisi ekonomi.
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Sedangkan analisis 6 A meliputi:

a)

b)

d)

Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk
evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Misalnya KTP (Kartu
Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak), Izin domisili, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan),
akta pendirian dan lain-lain.

Analisis aspek pemasaran

Pada analisis ini bank syariah dapat mengetahui sejauh mana
produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan
berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar.
Analisis aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan
mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah
serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank
syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah)
menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

Analisis aspek manajemen

Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen
antara lain:

(1) Struktur organisasi

(2) Job description

(3) Sistem dan prosedur
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(4) Penataan sumber daya manusia
(5) Pengalaman usaha
(6) Management skill.
e) Analisis aspek keuangan
Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui
kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya
baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
f) Analisis aspek sosial ekonomi
Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan
informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.?*
Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga
harus memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin
berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk
disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit
tersebut bermasalah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam
menyalurkan kredit perlu memerhatikan kualitas kredit.?
Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana ditetapkan
berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga

dikategorikan sebagai berikut:

2% |smail,Perbankan Syariah,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group,2011),119-133.
2> Kasmir,Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Rajawali Pers,2013),104.
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Lancar

Dikatakan lancar apabila tidak terdapat keterlambatan
pembayaran pokokdan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari kalender.

Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan
pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga
puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari
kalender.

Kurang lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat keterlambatan
pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90
(sembilan puluh) hari kalender sampa dengan 120 (seratus dua
puluh) hari kalender.

Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran
pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua
puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh)

hari kalender.
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e) Macet
Dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran
pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender.?
c. Pembiayaan Murabahah
1) Pengertian pembiayaan murabahah
Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan
berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang
ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual
dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk
nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.
Mekanisme akad murabahah:
a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli
barang
b) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang,
persyaratan, dan cara pembayaran
c) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad
murabahah
d) Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi
yang diminta nasabah
e) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang

dimaksud

Otoritas Jasa Keuangan,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perusahaan
Pembiayaan,18-19.
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f) Supplier mengantarkan barang kepada nasabah
g) Nasabah menerima barang dan dokumen
h) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin
kepada bank dengan mengangsur.?’
Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah

1. Negosiasi dan
oo persyaratan | T 1

2. Akad jual beli

Bank Nasabah
6. Bayar
5. terima barang
3.Beli Barang 4. Kirim dan dokumen
; Suplier
penjual

Sumber: Syafi’i Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke
praktik.

Landasan syariah akad jual beli adalah :

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat An-Nisa’ (4):29

T/ @ Py

;M@@rﬁyuy_c:,uwyu\)m@u
5 & g/l vgmaﬁ \}E‘.’éﬂ Y} Vﬁ“'u&b’u&é@:)ﬁ%

.

C

Artinta:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

%7 |katan Bankir Indonesia,Memahami Bisnis,212-213.



jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu”.(QS. An-Nisa’ : 29)28

Kemudian dalam surat Al-Bagarah (2): 275 juga dikatakan bahwa :
2less o S 5i; LS NI Dgn iz ¥ b,jn Ol Ty
J.;-‘j \yjlld\,.ac.Jltull)Jbv_@.:va; u.m.!l u_)a.wJ
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Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni  neraka mereka kekal di dalamnya.(Qs.
Albagarah: 275)%

2) Syarat al-Murabahah
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c) Kontrak harus terbebas dari unsur riba
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian

28 QS. An-Nisa’: 29, Al-Qur’an dan Terjemaha, (Bandung: Departemen Agama RI, 2014), 83.
»QS. Al-Bagarah: 275, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Departemen Agama RI, 2014), 47.
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e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian.®
2. Non Performing Financing (NPF)
a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) pada mulanya selalu diawali
dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu
keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-
janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit
(termasuk perjanjian pembiayaan). Ada beberapa pengertian kredit
bermasalah, yaitu:

1) Kredit yang didalam pelaksanaannnya belum mencapai/ memenuhi
target yang diinginkan oleh pihak bank.

2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi
bank dalam artian luas.

3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya,
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau
pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos baik
yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama
apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan tidak
cukup membayar kembali kredit, sehingga belum

mencapai/memenuhi target yang di inginkan oleh bank.

0Syafi’i Antonio,Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,(Jakarta:Gema Insani,2001),102.
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5) Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai
perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di
perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko
di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya
terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank
yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan
macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.**

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba.
Banyak gejala yang tidak menguntungkan yang menjerumus kepada
kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum
kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Adapun gejala-gejala yang
muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit
2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar
5) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
6) Problem keuangan atau pribadi.*
Selain gejala-gejala di atas ada juga penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan

*! Khotibul Umam,Perbankan Syariah Dasar-dasar,206-207.
% Ibid,208.
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yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan

nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal

yaitu:

1) Faktor Internal

Adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor
utama yang dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-
kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor
manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan
kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya
dan pengeluaran, dan seterusnya.

2) Faktor Eksternal

Adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen
perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-
perubahan teknologi, dan lain-lain.*

b. Penyelesaian Non Performing Financing (NPF)

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata
hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini
bisa kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Perbedaannnya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

% Ibid,219.



32

Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
a) Rescheduling
(1) Memperpanjang jangka waktu kredit
(2) Memperpanjang jangka waktu angsuran
b) Reconditioning
(1)Bunga dijadikan utang pokok
(2)Penundaaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
(3)Penurunan suku bunga
(4)Pembebasan bunga
¢) Restructuring
(1)Dengan menambah jumlah kredit
(2)Dengan menambah equity: dengan menyetor uang tunai dan
tambahan dari pemilik.
d) Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas
e) Penyitaan Jaminan
Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak
punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar

semua utang-utangnya.®

% Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,110-111.
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DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang potongan tagihan
Murabahah, penjadwalan kembali tagihan Murabahah, dan penyelesaian
piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/11/2005 tentang potongan tagihan
Murabahah adalah sebagai berikut:

a) Lembaga keuangan syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari
total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad)
murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya
dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan
kemampuan pembayaran

b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada
kebijakan LKS

c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.*®
Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang

Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, dilatar belakangi oleh

adanya keinginan menyelesaiakan piutang Murabahah dimaksud agar

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam fatwa yang dimaksud
ditegaskan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan
penyelesaian (settlement) Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang

telah disepakati, dengan ketentuan:

* Khotibul Umam,Perbankan Syariah Dasar-dasar,111.
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1) Objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada
atau melalui LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan harga pasar
yang di sepakati.

2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan

3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS
mengembalikan sisa kepada nasabah

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang
tetap menjadi utang nasabah

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS
dapat membebaskannya.

Dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I1/2005 tentang penjadwalan
kembali tagihan Murabahah disebutkan bahwa LKS boleh melakukan
penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan Murabahah bagi nasabah
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan
jumlah dan waktu yang telah di sepakati, dengan ketentuan:

1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya
riil

3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak.*

Selain kedua fatwa diatas, ada juga fatwa lain yang perlu diperhatikan,

terkait dengan Murabahah yaitu:

*® Khotibul Umam,Perbankan Syariah Dasar-dasar,209-211.
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Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang sanksi atas

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran:

1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja.

2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar di sebabkan force
majeur tidak boleh dikenakan sanksi

3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh
dikenakan sanksi

4) Sanksi di dasarkan pada prinsip fa zir, yaitu bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tanda tangani

6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VI111/2004 tentang ganti
rugi (ta 'widh), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ganti rugi (ta 'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang
dari ketentuan akad dari menimbulkan kerugian pada pihak lain

2) Kerugian yang dapat di kenakan ta 'widh sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat di perhitungkan dengan

jelas
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3) Kerugian riil sebagaimana di maksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil
yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya
dibayarkan

4) Besar ganti rugi (ta 'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil
yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang
di perkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang

5) Ganti rugi (ta widh) hanya boleh di kenakan pada transaksi (akad)
yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, isthisna’, serta
murabahah dan ijarah

6) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh di
kenakan oleh sahibul maal atau salah satu pihak dalam musyarakah

apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak di bayarkan.®’

37 Khotibul Umam,Perbankan Syariah Dasar-dasar,109-110.



BAB 111
METODE PENETILIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu
metode penelitian yang berlandaskan pada suatu peristiwa yang benar-benar
terjadi.®® Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif dimana peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian
secara jelas dan terperinci.
Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan kebijakan BPRS Asri
Madani Nusantara Jember dalam penyelesaian Non Performing Financing,
mendeskripsikan penyebab terjadinya Non Performing Financing dan
mendeskripsikan langkah yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara
Jember ketika terjadi Non Performing Financing pada pembiayaan Murabahah.
B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPRS Asri
Madani Nusantara Jember dengan alamat JI. Sentot Prawirodirjo Kaliwates
Jember, Telepon (0331) 424464 Kode Pos 68131. Karena hanya BPRS Asri
Madani Nusantara yang beroperasi dengan prinsip syariah di kabupaten

Jember.

%8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,9.
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C. Subyek Penelitian
Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik purposive sampling, dimana suatu pengambilan sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang
tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek atau situasi sosial yang diteliti.*
Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bapak Slamet Widodo (Kabag Pembiayaan)
b. Bapak Khusnul Arifin (AO)
c. Bapak Hendro Pratikto (AO)
d. Ibu Sri Yulias (Admin Pembiayaan)
e. Ibu Nining Eva Arisanti (Legalitas Pembiayaan).
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari masalah yang akan

diteliti adalah sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian

kualitatif, yang bisa diartikan sebagai suatu metode atau cara-cara

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara

¥Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,219.
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langsung.”® Maka dari itu peneliti akan secara langsung melihat fenomena
yang terjadi dilapangan, bagaimana kebijakan bank syariah dalam
penyelesaian Non Performing Financing pada pembiayaan Murabahah.
2. Wawancara
Wawancara merupakan suatu dialog tanya jawab yang dilakukan oleh
pewawancara dengan narasumber dengan maksud untuk mendapatkan suatu
informasi ataupun data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pada
proposal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kabag pembiayaan
BPRS Asri, Marketing BPRS Asri, admin pembiayaan BPRS Asri dan legal
pembiayaan BPRS Asri.
3. Dokumentasi
Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,
sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan
perkiraan.*! Sehingga peneliti akan mencari data melalui arsip BPRS, buku,
brosur, dan seterusnya.
E. Analisis Data
Merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

“0 Bashrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),94.
41 .
Ibid,158.
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.*?

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk

menguji kredibilitas data yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari

beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun proposal

penelitian untuk meminta izin kepada pimpinan BPRS ASRI Jember yang

sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

a.

b.

Wawancara dengan kabag pembiayaan BPRS Asri Jember

Wawancara dengan marketing BPRS Asri Jember

. Wawancara dengan administrasi pembiayaan BPRS Asri Jember
. Wawancara dengan legal pembiayaan BPRS Asri Jember

. Observasi dan pengambilan data secara langsung

Menelaah teori-teori yang berkaitan dengan tema atau temuan masalah

*2 Lexy J. Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2011),248.
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Identifikasi data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan melakukan
identifkasi hasil temuan data di lapangan. Agar memudahkan peneliti
menganalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tahap akhir penelitian

Setelah melakukan penelitian peneliti akan menganalisis data sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian peneliti akan menyajikan

hasil penelitian dalam bentuk deskripsi.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah BPRS Asri Madani Nusantara Jember

PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14
Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan Jember dengan Nama PT. BPRS
ARTHA SINAR MENTARI (ASRI). PT. BPRS ASRI merupakan BPR
Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan sebelum Bank-bank umum
syariah membuka cabangnya di Jember. Tahun 2000 merupakan
momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah ASRI. Seiring dengan
perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut PT. BPRS ASRI
hijrah ke tengah kota yaitu di JI. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan
Bank Muamalat dan bank-bank umum konvensional yang ada di
sekitarnya. Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah
Mandiri membuka cabangnya di Jember yang lokasinya tidak jauh dari
PT. BPRS ASRI, yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah

lainnya.

Momentum selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat PT. BPRS
ASRI diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah
satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan
yang semakin ketat, dan mendekatkan ke pasar merupakan sebagian alasan

kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, JI. Dharmawangsa,

42
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Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga Agustus 2014. Perubahan nama

juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi PT. BPRS ASRI.

Nama ASRI yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari
tetap digunakan pada nama baru yaitu PT. BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA. Pada bulan Agustus 2014 lokasi kantor pusat dipindahkan
ke JI. Sentot Prawirodirjo No. 2 hingga sekarang. Perubahan kepemilikan,
perbaikan manajemen dan Kkinerja mulai membuahkan hasil. Pada bulan
Oktober 2013 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan
The Best Sharia Finance Award 2013 dari Majalah Infobank. PT. BPRS
Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se-
Indonesia (penilaian Desember 2011-Desember 2012) untuk kategori BPR

Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah.

Pada bulan Oktober 2014 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali
mendapat penghargaan The Best Sharia Finance Award 2014 untuk
kategori BPRSyariah dengan aset 10-25 miliar rupiah. Diharapkan pada
tahun-tahun berikutnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat

mempertahankan penghargaan tersebut.

2. Visi dan Misi BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Visi dan misi yang dimiliki oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember

ini adalah sebagai berikut:



44

a. Visi

Yaitu menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka, yang selalu

memgang teguh amanah, mengutamakan kemajuan, kesejahteraan,

kepuasan nasabah dan stake holders.
b. Misi

Adapun misi yang dijalankan adalah sebagai berikut.

1) Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik dikelasnya
berdasarkan iman dan tagwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan
ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro,
kecil, menengah dan pegawai atau pekerja untuk membangun atau
menunjang perkembangan ekonomi islami msyarakat Islam
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

2) Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan
melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) berlandaskan
IMTAQ.

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada share
holders atau pemegang sahan dan stake holders atau pemangku
kepentingan lainnya.

3. Motto BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) asri madani nusantara
Jember ini mempunyai motto yang berbunyi “Mengemban Amanah dan
Meraih Keberkahan Bersama” yang bisa diartikan bahwasanya setiap

transaksi yang dilakukan oleh nasabah itu merupakan sebuah amanah yang
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harus dijaga dan dikerjakan dengan benar. Dengan memberikan pelayanan
perbankan dengan sistem syariah diharapkan bisa membawa keberkahan
bersama.
4. Prinsip dasar BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Adapun prinsip dasar dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh
BPRS Asri Jember adalah sebaga berikut:
a. Ibadah
b. Keseimbangan hidup
c. Kejujuran/keadilan
d. Usaha/kerja keras
e. Kemitraan
f. Profesionalisme
g. Produktivitas
h. Pemerataan kesejahteraan
i. Pembinaan dan pemberdayaan.
5. Produk-produk BPRS Asri Madani Nusantara Jember
a. Penghimpunan dana
Dalam kegiatan penghimpunan dana, BPRS Asri Madani Nusantara
Jember memiliki bebrapa produk simpanan, diantarnya adalah:
1) Tabungan syariah ASRI
2) Tabungan ilma investasi ASRI (investasi pendidikan untuk
siswa/pelajar)

3) Tabungan arafah ASRI
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4) Tabungan qurban
5) Derabah ASRI (Deposito Mudharabah ASRI)
6) Wadiah ASRI (Deposito Mudharabah ASRI)
7) Simpanah ASRI (Simpanan Syariah ASRI)

b. Penyaluran dana
Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat, BPRS Asri Madani
Nusantara Jember menawarkan beberapa produk pembiayaan,
diantaranya adalah:
1) Produk pembiayaan Mudharabah
2) Produk pembiayaan Musyarakah
3) Produk Pembiayaan Murabahah
4) Produk pembiayaan Multijasa
5) Produk pembiayaan ljarah
6) Produk pembiayaan Qardhul Hasan.

6. Job description

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan otoritas
tertinggi yang terdiri dari para pemegang saham. Rapat umum
pemegang saham (RUPS) berhak untuk memangkat dan
memberhentikan dewan komisaris dan direktur yang bertugas untuk
menjalankan operasional perusahaan. Dewan komisaris dan direktur
bertanggung jawab kepada RUPS, dan sebaliknya RUPS bertugas untuk

menilai dan mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direktur.
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b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang ditempatkan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terdiri dari pakar dibidang
syariah muamalah dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan.
Dalam pelaksanaannya, dewan syariah wajib mengikuti fatwa dewan
syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan
fatwa produk dan jasa.

1) Tugas dewan pengawas syariah

Adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang

dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan.
2) Fungsi dewan pengawas syariah

a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan syariah.

b) Sebagai mediator antara bank dan dewan syariah nasional dalam
mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan bank
syariah sekurang-kurangnya setahun sekali.

c) Sebagai perwakilan dewan syariah nasional yang wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah
sekurang-kurangnya setahun sekali.

c. Dewan Komisaris
Adapun tugas dari dewan komisaris adalah sebagaimana yang

dipaparkan berikut ini.
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Mengevaluasi  seluruh  kegiatan serta kebijaksanaan yang
dilaksanakan oleh direktur.

Meneliti laporan pertanggung jawaban direksi baik triwulan
maupun tahunan.

Membuat laporan ke Bank Indonesia untuk mengevaluasi Kinerja

bawahannya.

Dewan Direksi

Adapunpun tugas dari dewan direksi adalah sebagaimana yang

dipaparkan berikut ini.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Membuat laporan keuangan yang berupa laporan neraca dan laba
rugi.

Menandatangani surat-surat yang erhubungan dengan kepegawaian.
Membuatn perjanjian dengan pihak ketiga.

Menandatangani surat yang bersifat umum.

Pemberian pembiayaan.

Menghadiri rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan direksi dipimpin oleh

direktur utama.

1)

2)

3)

Adapun tugas direktur utama telah dipaparkan berikut ini.
Memimpin dan mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip
pengelolaan bank yang baik dan sehat.

Membina karyawan.

Mengamankan harta dan kekayaan bank.
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4) Melaporkan kondisi bank kepada dewan komisaris, RUPS, dan
instansi pembina bank.

5) Menjaga dan meningkatkan kesehatan bank.

6) Menjaga kode etik bank.

7) Melaksanakan interna audit.
Sedangkan kewenangan direktur utama dipaparkan berikut ini.

1) Menerima sesuai batasan yang ditentukan atau menolak
permohonan yang diajukan nasabah.

2) Mengangkat, menaikkan  pangkat atau  jabatan  serta
memberhentikan karyawan.

3) Menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari instansi
pembina bank.

Staf Direksi
Bertugas untuk membantu direktur utama dalam menjalankan

perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama.

Kepala Bagian Pembiayaan
Adapun tugas kepala bagian pembiayaan sebagaiman di paparkan

berikut ini.

1) Membantu dewan direksi dalam melaksanakan kebijakan
pembiayaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama.

2) Secara aktif bertanggung jawab mencari,menerima dan meneliti
permohonan pembiayaan baru.

3) Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.
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5)

6)

7)

8)

9)
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Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha
yang telah digariskan dalam pedoman pembiayaan BPRS Syariah.
Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk
mendapatkan persetujuan dari direktur utama atau komite
pembiayaan.

Bersama-sama dewan direksi memutuskan pemberian pembiayaan
sesuai dengan batas wewenang yang dimiliki.

Selalu mengikuti kebijakan dewan direksi, peraturan pemerintah
dan Bank Indonesia.

Memberikan laporan kolektabilitas pembiayaan dengan terlebih
dahulu meneliti jalannya perkembangan usaha debitur.

Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap
nasabah baik yang menyangkut masalah pembiayaan maupun
usaha pemupukan.

Sedangkan wewenang kepala bagian pembiayaan adalah sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Memeriksa nama debitur dalam daftar hitam.

Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam
daftar hitam.

Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur, yang meliputi
pemeriksaan aspek jaminan/utama.

Membuat hasil kunjungan kerja.

Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiayaan.
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g. Kepala Bagian Operasional

Tugas kepala bagian operasional adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Supervisi kelancaran pelayanan kepada nasabah.

Supervisi kelancaran operasional yang meliputi customer service,
teller, tabungan dan deposito serta pembukuan.

Memberikan persetujuan atas transaksi operasional sesuai dengan
kelancaran operasional.

Bertanggung jawab atas kunci brangkas.

Bertanggung jawab atas pengaturan perincian tugas karyawan.
Melakukan pengaturan kebutuhan uang tunai sesuai limit.
Memberikan penilaian atas hasil kerja tahunan kegiatan karyawan.
Memberikan  usulan-usulan  perbaikan dan pengembangan
operasional.

Memberikan pengarahan dan pendidikan pada karyawan.

h. Kepala Bagian Umum

1)

2)

3)

Adapun tugas kepala bagian umum adalah sebagai berikut:
Menandatangani nota dan surat sesuai dengan wewenang yang
diberikan oleh dewan direksi.

Mengawasi semua kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang ada di
bawah pengawasannya.

Mengatur serta mengkoordinir tugas-tugas pada masing-maisng

bagian.
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4)
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Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan

yang menjadi tugasnya kepada dewan direksi.

Administrasi Pembiayaan

1)

2)

3)

Adapun tugas dari administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut:
Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pemberian pembiayaan
yang dilakukan oleh AO (Accounting Officer) atas persetujuan

dewan direksi.

Memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap pengajuan
pembiayaan.
Memeriksa keaslian dokumen dari barang yang dijadikan agunan.

Tabungan dan Deposito

1)

2)

1)

2)

3)

Adapun fungsi tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:
Menghimpun dana masyarakat dalam investasi tidak terikat (ITT)
sesuai target dalam rencana kerja.

Melayani dan mengadministrasi ITT (Investasi Tidak Terikat)
sesuai prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas pokok dari tabungan dan deposito adalah sebagai
berikut:

Menyusun prospek nasabah pendanaan yang aan dikunjungi awal
bulan.

Mengadakan kunjungan ke calon nasabah sesuai dengan jadwal
yang sudah ditentukan.

Menyusun dan menyampaikan hasil kunjungan setelah tutup bulan.
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4) Memasukkan setoran dan penarikan ke dalam buku dan kartu
tabungan.

5) Menghitung bagi hasil ITT (Investasi Tidak Terikat) setiap tutup
bulan dan mengkreditkan dalam daftar dan kartu tabungan.

6) Menyusun bahan laporan ITT (Investasi Tidak Terikat) untuk Bank
Indonesia dan pihak lainnya.

7) Mengusulkan pemberian bonus kepada nasabah pendanaan yang
layak untuk diberi.

8) Melakukan tugas lain yang diperintankan oleh kepala bagian
operasional sepanjang ada hubungannya dengan nasabah
pendanaan.

. Customer Service (CS)

Fungsi customer service adalah sebagai pemberi informasi tentang
keberadaan, visi dan misi, serta produk bank secara jelas dan benar.
Adapun tugas pokok customer service adalah sebagai berikut:

1) Menerima, mengirim dengan menghubungkan telepon.

2) Menerima tamu dan calon nasabah dengan budaya 5S, yaitu
senyum, salam, sapa, sabar, dan sigap.

3) Memberi penjelasan atau informasi tentang produk dan jasa bank
dengan tepat.

4) Mengkomunikasikan maksut tamu atau calon nasabah kepada

dewan direksi apabila diperlukan.
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5) Menerima surat masuk untuk kemudian diteruskan kepada
sekretaris direksi.
I. Teller
Tugas teller adalah bertanggungjawab atas transaksi-transaksi
harian dan laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun
ekstern sehingga dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
m. Pembukuan
Adapun tugas pembukuan adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan pada bagian
administrasi pembukuan sehingga semua laporan yang dihasilkan
baik untuk pihak intern maupun ekstern disampaikan secara akurat
dan tepat waktu.

2) Melakukan pembukuan khusus untuk nomor-nomor harian dari unit
operasi untuk dikirmkan ke Bank Indonesia.

3) Melaporkan laporan likuiditas mingguan untuk dikirimkan ke Bank
Indonesia.

4) Menyiapkan laporan-laporan neraca bulanan untuk dikirimkan ke
Bank Indonesia.

n. Accounting Officer (AO)
Adapun tugas AO adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab kepada dewan direksi.
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2) Melaksanakan kebijakan pembiayaan dan bertanggung jawab
mencari, menerima, serta meneliti permohonan pembiayaan yang
baru.

0. Legal Analisys (LA)

Adapun tugas legal analisys adalah bertanggung jawab atas
pelegalan (legalitas) dari perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan
didepan notaris.

p. Sarana dan Logistik

Tugas sarana dan logistik adalah bertanggung jawab atas
tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan
operasional serta perawatan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.

g. Ekspedisi dan Keamanan

Adapun tugas ekspedisi dan keamanan adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab atas keamanan serta kegiatan operasional dari
gangguan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.

2) Mengamankan setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan dari
pencurian dan tindak kriminal lainnya.

3) Merekapitulasi setiap surat dan barang-barang yang masuk maupun
yang keluar dari perusahaan.

7. Struktur organisasi
Adapun struktur organisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Asri Madani Nusantara Jember adalah sebagaimana terlampir,

dengan susunan sebagai berikut:
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Susunan Organisasi
PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember
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No Jabatan Nama
. 1. H. Syarifudin Edi Wibowo, LC.,M.Ag
1. | Dewan Pengawas Syariah 2. H. Kusno, S.Ag.,M.Pd.I
2. | Direktur Utama Fendi Furgoni M.,S.T
3. | Direktur Robert Hariono,SE
4| Dewan Komisaris 1. dr. H. Olong Fadjril Maulana, MARS
' 2. Dra. Siti Aisiyah Idawati, Apt
5. Kepala Bagian Pembiayaan Slamet Widodo, SE
6. | Kepala Bagian Operasional Runtut Tri Prastawaningsih, Sp.,M.Si
7. | Kepala Kas Antirogo Saiful Hadi
8. | Kepala Kas Semboro Pjs. Minarsih
9. | Kepala Kas Rambipuji Yurius Sabiq, SH
1. Imam Ghozali
2. Hendrik Wijaya
3. Vendik B.
10. | Account Officer 4. Joni Agus
5. Ruhiyana
6. Hendro Pratikto
7. Khusnul Arifin
11. | Asisten AO Budiyanto
12. | SID & Legal Nining Eva Arisanti
13. Administrasi  Pembiayaan Sri Yulias T.N
Qardhulhasan
1. Desy Nur
2. Lia Estika P. (kantor kas)
14. | Teller 3. Oktavia P. (kantor kas)
4. Rafi Dwi (kantor kas)
15. | CS Friska Wulandari,Amd.Kom
16. | Pembukuan Anandia Y.
17. | General Affair/umum Slamet Riyadi,S.Sos.
1. Kadir
18. | Prabakti 2. Dedi Purnomo

3. Edy P.
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8. Letak geografis BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPRS
Asri Madani Nusantara Jember dengan alamat JI. Sentot Prawirodirjo

Nomor 02 Kaliwates Jember.

Web : WwWw.bprsasri.co.id

Telp. : (0331) 427273
(0331) 424646

E_Mail . info@bprsasri.co.id

B. Penyajian Data dan Analisis
Penyajian data merupakan bagian yang memaparkan data dari hasil
penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Sesuai dengan penelitian
ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Berikut ini akan disajikan data-data hasil
penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.
1. Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian Non Performing
Financing.

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan suatu bank yang dalam
kegiatan operasionalnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Begitu pula
BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang memiliki beberapa produk
simpanan dan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat.
Kegiatan menghimpun dana masyarakat BPRS Asri Jember memiliki

beberapa produk simpanan yaitu tabungan syariah asri, tabungan ilma
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investasi asri, tabungan arafah asri, tabungan qurban, derabah asri, wadiah
asri dan tabungan syariah asri. Selain itu ada enam produk pembiayaan yang
ditawarkan oleh BPRS Asri Jember yaitu pembiayaan mudharabah,
musyarakah, murabahah, ijarah, multi jasa, dan gardhul hasan, namun
pembiayaan yang plaing diminati oleh nasabah adalah pembiayaan
murabahah karena pada pembiayaan murabahah setiap angsuran per bulan
sudah mengangsur pokok, jadi masyarakat merasa ringan dalam
mengangsur pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan
bapak Slamet Widodo mendapatkan informasi sebagai berikut.

“Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Asri Jember yang
pertama adalah produk bagi hasil ada mudharabah dan musyarakah
dan juga produk yang mengandalkan keuntungan seperti itu
murabahah, multi jasa, ijarah. Qardhul hasan itu merupakan
pembiayaan nonprofit. Sedangkan pembiayaan yang paling diminati
oleh nasabah itu adalah pembiayaan murabahah, karena mungkin dari
murabahah itu setiap bulan kan sudah mengangsur pokok. Jadi kalau
murabahah jadikan kalau murabahah secara otomatis turunnya itu
sudah pasti ya. Kalau murabahah itu ada angka pasti, jadi berapa
harga belinya dan berapa harga jualnya kita, nanti itu akan dibagi
sesuai dengan tenor yang disepakati, artinya dari pihak bank nasabah
itu sudah pasti. Katakan angsurannya itu 500 ribu berarti 500 ribu itu
dibayar sampai lunas. Walaupun ada fluktuasi pasar naik, jadi kita
tidak boleh memotong atau menambah, kecuali memotong itu ketika
nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari jatuh tempo yang sudah
disepakati.”*

Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, pihak
bank akan terlebih dahulu menganalisa calon debitur yang akan menerima
fasilitas pembiayaan dengan analisis 5C (character, capital, capacity,

collateral, dan condition). Bank berharap dengan melakukan analisis 5C

3 Slamet Widodo,Wawancara,Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember,Jember,02 Mei 2017
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dapat melihat calon debitur yang memiliki etiket baik dan loyalitas yang
tinggi, sehingga fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank akan
terbayarkan atau tidak akan terjadi tunggakan dalam pengembalian
pembiayaan. Setiap aktifitas bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan
selalu dihadapkan dengan risiko dan keuntungan. Begitu juga dengan
pembiayaan yang disalurkan bisa menghasilkan keuntungan, ada juga yang
mengalami risiko kemacetan atau kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Sri  Yulias selaku
administrasi pembiayaan mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Debitur BPRS Asri Madani Nusantara Jember Dalam

Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet Tahun 2016

No Jenis Lancar Kurang Diragukan Macet NPF
Pembiayaan Lancar (Persen)
1. | Murabahah 499 17 16 28 3,10964
2. | Mudharabah 21 - - - 0,00000
3. | Musyarakah 17 - - - 0,00000
4. | Multi Jasa 85 4 3 1 0,19099
5. | ljarah 6 - 1 - 0,52657
6. | Qardh 5 - - - 0,00000
Jumlah 633 21 20 28 3,82720

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember 2016

Jadi pada tahun 2016 NPF (Non Performing Financing) BPRS Asri
Madani Nusantara Jember mencapai angka 3,8%, sedangkan ketentuan NPF
dari Bank Indonesia adalah sebesar 5%, bisa dikatakan posisi NPF pada BPRS
Asri Madani Nusantara Jember berada pada kategori sedang. Besar kecilnya
angka NPF itu berpengaruh pada beberapa aspek di perbankan. Misalnya pada

gaji karyawan, pengembalian modal, dan tingkat likuiditas bank. Maka dari itu
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penanganan ekstra terhadap pembiayaan bermasalah di bank sangat diperlukan,
meskipun masih dalam skala kecil.

Kebijakan yang diambil oleh bank syariah ketika terjadi pembiayaan
bermasalah adalah dengan melayangkan surat peringatan, kemudian melakukan
penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan mediasi secara
langsung dengan nasabah/debitur ketika debitur masih belum bisa
menunjukkan kemampuan dalam pengembalian pembiayaan. Proses mediasi
ini dimaksudkan agar mendapatkan sebuah solusi yang bisa memudahkan
nasabah dalam membayar angsuran dan pihak bank yang tidak dirugikan.
Ketika proses mediasi dengan nasabah sudah dilakukan, maka solusi yang akan
ditawarkan oleh pihak bank syariah adalah dengan melakukan rescheduling,
reconditioning, atau restrusturing.

2. Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Pembiayaan di
BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah mengalami cedera
janji yang akan menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada
Murabahah di BPRS Asri Jember, diantaranya ada faktor internal dan
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari internal
perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam
menganalisa calon debitur. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang
ditimbulkan dari luar lingkungan perusahaan, misalnya faktor yang timbul

dari nasabah, seperti karakter nasabah yang kurang baik atau usaha nasabah
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yang sedang mengalami kebangkrutan dan bisa juga karena terjadinya
bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendro Pratikto selaku
Acoount Officer, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan
bermasalah adalah sebagai berikut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu yang
pertama adalah karakter nasabah yang kurang baik, sehingga waktu
pencairan pembiayaan itu kita terlena. Kedua, usahanya mengalami
penurunan atau bangkrut, dan yang ketiga, nilai barang jaminan tidak
bisa mengcover atau nilai barang jaminan lebih kecil dari pada
fasilitas pembiayaan yang diberikan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan
bapak Slamet Widodo, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah adalah sebagai berikut.

Jadi memang banyak faktor bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan
bermasalah, diantaranya ada faktor internal nasabah seperti faktor
ekonomi nasabah yang sedang mengalami penurunan, kemudian ada
juga faktor internal pegawai banknya salah dalam menganalisa calon
debitur, atau juga bisa masih ada hubungan saudara jadi merasa enjoy
aja®.

3. Langkah Yang Diambil Oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Ketika Terjadi Non Performing Financing Pada Pembiayaan
Murabahah.

Setiap perbankan ketika akan memberikan fasilitas pembiayaan harus

memperhatikan kualitas pembiayaan, artinya ketika fasilitas pembiayaan

yang diberikan oleh pihak bank memang benar-benar layak untuk

* Hendro Pratikto,Wawancara,Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember,Jember,02 Mei 2017.
%5 Slamet Widodo,Wawancara,Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember,Jember,02 Mei 2017.
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disalurkan, maka akan memperkecil risiko kemungkinan pembiayaan
tersebut akan bermasalah. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya
suatu pembiayaan perlu diberikan suatu ukuran-ukuran tertentu. Seperti
halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggolongkan kualitas
pembiayaan ke dalam lima kategori, yaitu kategori pembiayaan lancar,
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sedangkan pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember hanya
menggunakan 4 (empat) kolektabilitas pembiayaan yaitu lancar, kurang
lancar, diragukan, dan macet. Non Performing Financing (NPF) atau biasa
disebut dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang
dikategorikan kedalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
jadi ketika terjadi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan penanganan yang
tepat.

Seperti yang dilakukan perbankan pada umumnya, ketika terjadi
pembiayaan bermasalah atau kredit macet suatu bank akan memberikan
kebijakan atau sebuah langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah
tersebut dengan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, bahkan
bisa juga diberikan langkah dengan lelang barang jaminan.

Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika
terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah yaitu dengan melayangkan
surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, ketika pihak bank sudah
melayangkan surat peringatan sampai 3 kali dan belum mendapatkan respon

yang baik dari nasabah/debitur maka akan dilanjutkan dengan proses
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kekeluargaan, dimana dalam proses ini pihak bank akan secara langsung
melihat kondisi nasabah. Sehingga bisa memberikan sebuah tawaran solusi
kepada nasabah/debitur.

Ketika pihak bank sudah mengetahui penyebab nasabah mengalami
cidera janji, bank akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan
menambah jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran, dan
mengurangi jumlah angsuran pembiayaan. Ketika nasabah/debitur masih
belum menunjukkan etiket baik atau masih belum juga mampu membayar
angsurannya pihak bank akan melanjutkan pada proses lelang barang
jaminan. Akan tetapi proses lelang pun juga jarang dilakukan oleh BPRS
Asri Madani Nusantara Jember.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi
karena nasabah yang wanprestasi, akan tetapi pembiayaan bermasalah dapat
terjadi akibat kelalaian dari pegawai bank dalam menganalisa calon debitur.
Maka dari itu pegawai yang lalai harus bertanggung jawab dengan
menangani nasabah wanprestasi secara intens.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Slamet Widodo selaku
kepala bagian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan pada murabahah
adalah sebagai berikut.

Pertama Kita itu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara

berkomunikasi dengan nasabah atau dengan jalan musyawarah. Selain

dengan bermusyawarah kita juga melibatkan pihak ke-3 dalam medasi
misalnya hal ini tidak selesai sampai kita sudah menurunkan
angsurannya, akan tetapi ketika segala upaya yang berkaitan dengan
penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah dilakukan dan ternyata

nasabah masih tidak memiliki etika baik, barulah jalur litigasi kita
laksanakan. Tapi itu sangat jarang sekali, karena kita juga melihat
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terlebin dahulu apa yang menyebabkan si nasabah mengalami
kesulitan dalam membayar angsurannya. Misal ternyata nasabah ini
mengalami kecelakaan atau nasabah ini sedang terkena PHK,
sehingga tidak bisa membayar angsurannya. Selain itu kita juga akan
memberikan tambahan waktu angsuran kepada si debitur, akan tetapi
tidak tidak menambah jumlah angsuran. Jadi meskipun ditambah
waktu angsurannya, jumlah angsurannya pun tetap, karena menambah
angsuran debitur tidak diperbolehkan. Ketika jalus litigasi kita ambil,
dan ternyata hasil dari lelang barang jaminan lebih besar dari sisa
hutang/angsuran maka sisa dari hasil lelang barang jaminan itupun
kita kembalikan ke nasabah setelah di potong biaya lelang barang
jaminan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khusnul Arifin selaku
Account Officer. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah
adalah sebagai berikut.

Kalau kita awalnya diselesaikan secara kekeluargaan dahulu, tidak
perlu sampai ke ranah hukum, jadi kita lihat bagaimana dari sistem
kekeluargaan tersebut ada solusi yang terbaik atau tidak. Kalau
memang betul-betul debiturnya itu sudah ingkar janji atau
wanprestasi, dan juga sudah kita layangkan surat peringatan 1,2, dan 3
tidak dihiraukan oleh si debitur, baru kemudian pihak perusahaan akan
mendaftarkan lelang, dan biasanyan pembiayaan yang kita daftarkan
lelang adala pembiayaan yang kita biayai dalam jumlah besar. Kita
juga melihat karakter debitur, ada yang debitur itu sifatnya menantang
misalnya karena pinjamannya 20-30 juta tidak akan di proses lelang,
jadi nasabah tidak merasa takut. Setelah itu pihak petugas akan
melaporkan hal yang demikian kepada komite, dan ketika komite
menyetujui untuk di proses lelang maka, akan kita berani
mendaftarkan perkara tersebut untuk di lelang. Di dalam proses
kekeluargaan pun kita akan memberikan sebuah pilihan yaitu dengan
menurunkan angsuran sesuai dengan keadaan si debitur. Ternyata
setelah diberikan sebuah keringanan debitur itu hanya janji-janji saja
tanpa ada bukti debitur itu membayar angsurannya, maka dari pihak
kita akan mendaftarkan pada proses lelang.*’

%6 Slamet Widodo,Wawancara.
47 Khusnul Arifin,Wawancara, Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember,Jember,02 Mei 2017
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nining Eva Arisanti selaku
legalitas pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
murabahah adalah sebagai berikut:

Kalau nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran,
maka akan kami buatkan surat pernyataan yang isinya menjelaskan
bahwa ketika nasabah sudah menunggak selama 3 sampai 5 bulan,
maka berhak untuk menerima sanksi atau mau menerima sanksi yang
diberikan oleh bank, termasuk pemasangan segel di objek jaminan,
kalau itu jaminannya berupa tanah, tapi kalau objek jaminannya
berupa BPKB sepeda motor dan mobil, maka dalam surap peringatan
(SP) berbunyi nasabah bersedia untuk di ambil jaminannya. Tapi pada
peraturan yang baru ini kita rubah menjadi nasabah bersedia untuk
menyelesaikan permasalahannya itu diserahkan kepada bank untuk
diajukan proses lelang untuk nasabah yang dipinjamannya besar, dan
sudah di proses APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Jadi untuk
solusi di bank syariah itu tidak serta merta kita ambil barang
jaminannya, biasanya kita berikan SP (surat peringatan) 1,2 dan 3.
Masing-masing bank punya kebijakan yang berbeda-beda. Kalau
disini ketika nasabah menunggak 1 bulan kita berikan SP 1 dengan
jangka waktu 5-7 hari, ketika pada hari ke 7 debitur tidak juga
melakukan pembayaran maka kita berikan SP 2, berikutnya jika
debitur masih tetap tidak mau membayar, maka akan dilayangkan SP
3. Terus kita lakukan pemanggilan untuk nasabah ke kantor. Ketika
nasabahnya tidak mau datang ke kantor dari pihak bank lah yang akan
mendatangi rumah si debitur tersebut. Jadi barang jaminan bisa kita
lelang melalui PA (Pengadilan Agama) dan kantor lelang. Pada proses
mediasi ada beberapa solusi yang ditawarkan. Jadi, kita menganalisa
apa penyebab yang terjadi, hingga debitur mengalami tunggakan.
Ketika usaha nasabah mengalami bangkrut karena usahanya sedang
menurun, bisa kita berikan solusi dengan menambahkan modal usaha,
yang kemudian dibuatkan akad baru seperti mudharabah dan
musyarakah. Dengan harapan bisa lancar di kemudan hari. Ketika
nasabah mengalami penurunan pendapatan maka, solusi yang Kita
tawarkan adalah dengan menurunkan jumlah angsuran. Tapi plafon
pembiayaan tetap hanya mengurangi marjin. Sedangkan ketika ada
pegawai yang lalai dalam menganalisa calon debitur, tidak ada sanksi
yang tertulis dari kantor, hanya saja pegawai tersebut akan
mendapatkan teguran dari kepala bagian pembiayaan, dan kemudian
pegawai tersebut harus intens dalam menangani debitur yang
bermasalah.*

*8 Nining Eva Arisanti,Wawancara,Kantor BPRS Asri Madani Nusantar Jember,Jember, 23 Mei
2017.
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C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, BPRS Asri
Jember memiliki enam produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan
musyarakah, mudharabah, murabahah, multijasa, ijarah, dan gardhulhasan.
BPRS Asri Jember ini menggunakan empat kolektabilitas yaitu lancar, kurang
lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang di kategorikan dalam kualitas
kurang lancar ialah nasabah yang mengalami tunggakan selama 3 bulan, untuk
tunggakan 6-9 bulan dapat dikategorikan kualitas pembiayaan tersebut
diragukan dan untuk kategori macet pembiayaan yang mengalami tunggakan 9-
12 bulan. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang
dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berikut akan disajikan pembahasan temuan berdasarkan fokus masalah
yang sudah diambil.
1. Kebijakan BPRS Asri Madani Nusantara dalam Penyelesaian Non

Performing Financing.

Kebijakan yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember
ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat
peringatan, ketika nasabah masih tetap tidak memiliki keinginan untuk
lancar kembali, maka pihak bank akan melakukan sebuah mediasi, dimana
nasabah masih diharuskan memilih sebuah solusi yang sudah ditawarkan
oleh pihak bank.

Solusi tersebut adalah dengan memberikan tambahan waktu

angsuran/jangka waktu di perpanjang, dan memberikan potongan pada
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angsuran nasabah atau nasabah hanya diminta untuk membayar pokoknya
saja. Akan tetapi, ketika nasabah sudah memilih sebuah solusi dan pada
akhirnya masih tetap tidak lancar dalam membayar angsuran, maka pihak
bank akan menyita barang jaminan yang kemudian di proses lelang.

2. Penyebab Terjadinya Non Perfroming financing Pada Pembiayaan di
BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Banyak faktor yang menyebabkan nasabah mengalami cidera janji
atau wanprestasi berangkat dari latar belakang dan pekerjaan yang berbeda-
beda. Misalnya seorang pengusaha yang sedang mengalami bangkrut, atau
seorang karyawan/pekerja lainnya yang sedang mengalami penurunan
pendapatan, dan juga ada sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh debitur
seperti bencana alam, kebakaran, kebanjiran, gempa bumi dan lain
sebagainya. Selain dari beberapa hal tersebut diatas karakter nasabah yang
kurang baikpun sangat berpengaruh terhadap pengembalian tagihan
pembiayaan. Watak nasabah yang memang dari awal merencanakan untuk
tidak akan mengembalikan fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

Selain dari faktor nasabah, ada faktor lain yang bisa menyebabkan
terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak bank itu sendiri yang
kurang teliti dalam menganalisa calon debitur, sehingga fasilitas
pembiayaan yang diberikan kurang tepat sasaran. Terkadang calon debitur
masih memiliki hubungan saudara dengan pegawai bank, sehingga calon

debitur diberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan,
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meskipun barang yang dijaminkan tidak bisa mengcover pembiayaan yang
diajukan.

3. Langkah Yang Diambil Oleh BPRS Asri Madani Jember Ketika
Terjadi Non Perfroming Financing Pada Pembiayaan Murabahah.

Setiap perbankan memiliki cara yang berbeda-beda dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ketika nasabah mengalami
tunggakan dalam pembayaran angsuran. Maka pihak bank akan
memberikan sanksi/denda dengan tujuan agar nasabah merasa jera. Hal ini
sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Pada BPRS
Asri Madani Nusantara Jember ini denda/sanksi yang dibayar oleh nasabah
dimasukkan kedalam dana sosial yang kemudian disalurkan dalam bentuk
pembiayaan Qardhulhasan, yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada
orang yang benar-benar membutuhkan dan tidak disyaratkan memberikan
tambahan dari pokok pembiayaan.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 sudah
dijelaskan tentang potongan tagihan pada pembiayaan Murabahah. BPRS
Asri Madani Nusantara Jember memberikan potongan tagihan ketika
nasabah melunasi tagihannya sebelum jatuh tempo. Potongan tagihan tidak
dilihat dari berapa hari nasabah mengangsur sebelum jatuh tempo dalam
angsuran bulanan, melainkan berapa bulan nasabah melunasi pembiayaan

sebelum jatuh tempo.
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Selain itu, ada berbagai solusi yang diambil oleh BPRS Asri Jember
ketika nasabah mengalami tunggakan atau terjadi pembiayaan bermasalah.
Saat nasabah menagalami tunggakan 1 bulan akan diberikan surat
peringatan (SP) 1 dengan jangka waktu 5-7 hari. Jika di hari ke-7 debitur
masih belum juga membayar angsurannya, maka akan diberikan SP 2,
untuk berikutnya jika nasabah tetap tidak membayar angsuran maka akan
diberikan SP 3. Apabila nasabah belum juga mau membayar angsurannya,
maka akan dilakukan pemanggilan agar nasabah mau datang ke kantor
untuk melakukan proses mediasi, dengan tujuan agar nasabah
mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya.

Solusi yang ditawarkan oleh pihak bank adalah dengan menambahkan
jangka waktu angsuran dengan tidak menambah jumlah angsuran yang
tersisa. Biasanya solusi ini diberikan ketika nasabah mengalami penurunan
pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 48/DSN-
MUI/I1/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Selain
solusi diatas pihak bank juga akan menawarkan sebuah solusi lain yaitu
dengan memberikan potongan pada angsuran nasabah.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
47/DSN-MUI/11/2005 yang berisi tentang penyelesaan piutang Murabahah
bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dilatar belakangi oleh adanya
keinginan menyelesaikan piutang Murabahah tersebut. Jadi solusi yang
paling akhir yang bisa dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara

Jember ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan
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pinjamannya adalah dengan memproses lelang barang yang sudah
dijaminkan hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 47/DSN-
MUI/11/2005 dalam fatwa ini menjelaskan bahwa ketika debitur/nasabah
tidak mampu membayar, maka lembaga keuangan syariah boleh menjual
objek murabahah atau jaminan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan dari hasil
wawancara yang sudah dilakukan BPRS Asri Madani Nusantara Jember
belum pernah sampai pada proses menjual objek Murabahah, melainkan
hanya sampai pada proses lelang barang jaminan saja.

Semua permasalahan yang muncul di perbankan syariah akan
diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Namun apabila musyawarah
tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank
syariah dan nasabah akan diselesaikan di Pengadilan Agama (PA). Seperti
lelang barang jaminan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Jadi,
Pengadilan Agama (PA) menerima pendaftaran lelang meskipun barang
yang dilelang bukan barang yang bernilai tinggi.

Akan tetapi, pendaftaran proses lelang barang jaminan yang dilakukan
olen BPRS Asri Jember tidak dilakukan di Pengadilan Agama (PA)
melainkan di proses di kantor lelang. Dikarenakan Pengadilan Agama
masih belum menerima pengajuan lelang barang jaminan dari perbankan
syariah. Masih baru-baru ini pengadilan agama menerima pengajuan
lelang barang jaminan, jadi untuk nasabah macet ditahun ini BPRS Asri
Jember akan mencoba mendaftarkan lelang barang jaminan di pengadilan

agama. Ketika proses lelang barang jaminan sudah dilakukan dengan hasil
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penjualan melebihi sisa hutang/tagihan debitur, maka sisa uang dari hasil
lelang barang jaminan akan dikembalikan pada si debitur setelah dikurangi
dengan biaya pendaftaran lelang barang.

Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor. 47/DSN-MUI/11/2005
dijelaskan bahwasanya ketika hasil penjualan barang jaminan lebih kecil
dari sisa hutang/tagihan debitur maka sisa hutang tersebut masih menjadi
tanggung jawab debitur. Akan tetapi, BPRS Asri Jember ini memiliki
kebijakan yang berbeda, jika hasil lelang barang jaminan lebih kecil dari
sisa hutang/tagihan maka itu menjadi tanggungan/risiko untuk pihak bank,
sebab ketika sisa hutang/tagihan masih dibebankan kepada nasabah,
tentunya nasabah tersebut tidak akan bisa membayar. Karena nasabah
tersebut memang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk melunasi
tagihannya, sehingga jalan terakhir yang dilakukan adalah dengan
melelang barang jaminan.

Untuk nasabah wanprestasi yang disebabkan karena kelalaian pegawai
dalam menganalisa calon debitur, tidak ada sanksi apapun yang di berikan
olen BPRS akan tetapi pegawai akan mendapatkan teguran, yang
kemudian harus bertanggung jawab menyelesaikan nasabah wanprestasi

dengan lebih intens.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil data yang sudah dikumpulkan, peneliti berhasil
melakukan analisis data berdasarkan beberapa teori yang terkait dengan
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dan kemudian dapat memberikan
sebuah kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika
terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan penyelesaian secara
kekeluargaan yaitu dengan melakukan mediasi secara langsung dengan
nasabah/debitur ketika debitur masih belum bisa menunjukkan kemampuan
dalam pengembalian pembiayaan. Ketika proses mediasi dengan nasabah
sudah dilakukan, maka solusi yang akan ditawarkan oleh pihak bank
syariah adalah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, atau
restrusturing.

2. Penyebab terjadinya non performing financing pada pembiayaan di BPRS
Asri Madani Nusantara Jember terdiri dari faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari internal
perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam
menganalisa calon debitur. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang
ditimbulkan dari luar lingkungan perusahaan, misalnya faktor yang timbul

dari nasabah, seperti karakter nasabah yang kurang baik atau usaha nasabah
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yang sedang mengalami kebangkrutan dan bisa juga karena terjadinya
bencana alam.

3. Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi
non performing financing pada murabahah yaitu dengan melayangkan surat
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, ketika pihak bank sudah melayangkan
surat peringatan sampai 3 kali dan belum mendapatkan respon yang baik
dari nasabah/debitur maka akan dilanjutkan dengan proses kekeluargaan,
dimana dalam proses ini pihak bank akan secara langsung melihat kondisi
nasabah. Sehingga bisa memberikan sebuah tawaran solusi kepada
nasabah/debitur. Solusi yang diberikan seperti penambahan jangka waktu
angsuran, penurunan angsuran pembiayaan, dan penambahan modal usaha
si debitur serta jalan terakhir dengan lelang barang jaminan. Ketika ada
pegawai yang lalai maka akan di beri teguran dari kepala bagian
pembiayaan. Pegawai yang lalai ini harus bertanggung jawab

menyelesaikan nasabah wanprestasi dengan intens.

B. Saran-saran
Setelah melihat dan mengetahui penyebab dan penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, peneliti
sedikit memberikan saran agar kegiatan operasional yang sudah berjalan
dengan baik bisa menjadi lebih baik lagi. Peneliti memberikan saran

diantaranya adalah :
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1. Bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang ada di
BPRS Asri Jember harus bisa memiliki sikap profesionalisme yang tinggi
dalam bekerja. Sehingga ketika mengerjakan tugas dan tanggungjawab bisa
terlaksana dengan baik dan benar, serta tidak akan menimbulkan sebuah
risiko yang merugikan seluruh pihak.

2. Ketika melakukan analisis calon debitur, pihak bank harus lebih teliti dan
selektif dalam memilih calon debitur.

3. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini hanya pada non performing
financing dan pembiayaan murabahah, untuk peneliti selanjutnya bisa
mengadakan penelitian yang lebih luas lagi, dengan menggunakan

pembiayaan yang lain.
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DRAF WAWANCARA PENELITIAN
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Apa saja jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS?

Produk pembiayaan apa yang paling diminati oleh nasabah?

Pembiayaan murabahah termasuk jenis pembiayaan apa? (modal kerja, konsumtif,
dst)

Barang apa sajakah yang dapat dipesan melalui akad murabahah?

Adakah jaminan dalam pembiayaan Murabahah? (berupa jaminan apa)

Adakah potongan angsuran ketika nasabah membayar tepat waktu? Berapa besar
potongannya?

Ketika nasabah menunda pembayaran angsuran, apakah ada denda untuk nasabah
yang seperti ini?

Apakah pihak BPRS akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh nasabah,
ketika objek pembiayaan murabahah mengalami kecacatan!

Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada
murabahah?

Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS ketika terjadi pembiayaan
bermasalah pada murabahah?

Seperti apa kebijakan rescheduling yang dilakukan oleh BPRS? Berapa lama
penambahan jangka waktu angsuran?

Seperti apa kebijakan reconditioning yang dilakukan oleh BPRS?

Seperti apa kebijakan restrukturing yang dilakukan oleh BPRS? (perubahan
persyaratan yang seperti apa)

Ketika ke-3 kebijakan tersebut masih belum bisa berhasil, apakah pihak BPRS
memiliki cara lain? (Mungkinkah cara itu dengan menjual barang jaminan)

Ketika ada kelebihan dari hasil lelang barang jaminan, apakah kelebihan tersebut
langsung di kembalikan kepada debitur?

Pernahkan pihak BPRS menjual objek murabahah ketika nasabah memang sulit untuk
membayar angsurannya!

Sebelum beberapa kebijakan diatas dilakukan, apakah pihak BPRS akan melakukan
mediasi/membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada nasabah atau kebijakan tersebut
langsung dilaksanakan begitu saja?

Dari beberapa kebijakan diatas jika masih tidak berhasil, adakah cara lain yang dapat
diambil oleh pihak BPRS!

Adakah kendala yang dialami oleh pihak BPRS ketika melakukan penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada Murabahah?
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